
1. Pas.al 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Reoublik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perirnbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Rerublik Indonesia. Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

a. bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan 
serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan 
pengaturan mengenai desa, rnaka Peraturan Bupati 
Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara 
Peugalokasian Alokasi Dana Desa perlu diubah; 

b. bauwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata 
Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa; 
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DANA DESA. 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERAfURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 56 TAHUN 
2014 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI 

I 

MEMUTUSKAN : 

I 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 
(Lembaran Negara · Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
t 

Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nr.mor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang 
- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(J .ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia· Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

Menetapkan 



I 

dikurangi dana alokasi khusus. 

(3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) mempertimbangkan: 

a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa 

dan perangka t Desa; dan 

b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, 

luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis 

Desa. 

(4) Data pertimbangan pengalokasian ADD sebagaimana 

dirr.aksud pada ayat (3) huruf b bersurnber dari instansi 

yang berwenang. 

(5) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana · dimaksiid 

pada ayat 3, Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten 

merumuskan besaran alokasi tiap desa. 

(6) Penetapan besaran alokasi ADD ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 

(1) Pen.erintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD 

setiap tahun anggaran. 

(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana 

perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah 

Pasal 5 

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 

Tahun 2014 ten tang Tata Cara Pengalokasia.i Alokasi 

Dana Desa (Berita daerah Kabupaten Grobogan Tahun 

2014 Nomor 56) ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat 5 dan 

ayat 6, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal I 



UPATEN GROBOGAN TAHUN 2015 NOMOR tq 
) -----"'\. 

Ditetapkan di Purwodadi 

pada tanggal 17 frJ~, · 201'6 

Dae rah Serita dalarn penempatannya 

Grobogan. 

dengan 

Ka bu paten 

im 

memerintahkan Agar setiap orang mengetahuinya, 

pengundangan Peraturan Bupati 

Peraturan Bupati mi mulai berlaku 
I 

pada tanggal 

diundangkan. 

Pasal II 


